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Tulisan ini menganalisis bagaimana pengikatan jaminan kebendaan terhadap pesawat di Indonesia
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan dan bagaimana urgensi pembentukan
lembaga pendaftaran jaminan kebendaan terhadap pesawat di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan
menggunakan metode penelitian doktrinal. Pesawat merupakan benda bergerak berdasarkan sifat dan
hakikatnya di pasal 509 KUHPerdata. Sebagai benda bergerak, pesawat dapat dibebankan jaminan
kebendaan sebagai jaminan pelunasan utang. Namun, dalam pelaksanaannya, pesawat sukar untuk
dijaminkan dengan gadai mengingat bobot dan ukurannya yang lebih besar dibanding ukuran rata-rata benda
bergerak lainnya. Pasal 12 ayat (1) UU Penerbangan 1992 telah mengatur lembaga jaminan terhadap
pesawat melalui hipotik. Namun, aturan pelaksanaan hipotik terhadap pesawat tersebut masih belum
disahkan hingga keberlakuan UU Penerbangan 2009 yang mencabut keberlakuan UU Penerbangan 1992.
Ketentuan yang ada di UU Penerbangan 2009 tidak mengatur secara jelas |lembaga jaminan yang dapat
dibebankan terhadap pesawat. K etidakjelasan pengaturan terhadap jaminan pesawat ini menjadikan belum
adanya lembaga pendaftaran jaminan kebendaan pesawat di 1ndonesia sehingga jaminan terhadap pesawat
tidak dapat lahir. Sementaraitu, aktivitas penerbangan sipil dan kebutuhan akan pesawat udara yang
semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan jaminan dalam pembiayaan pengadaaan pesawat juga
semakin meningkat. Agar jaminan yang dibebankan atas pesawat ini dapat lahir dan memiliki kekuatan
hukum diperlukan suatu |lembaga pendaftaran jaminan kebendaan terhadap pesawat. Oleh karenaitu,
pembentukan lembaga pendaftaran jaminan terhadap pesawat menjadi hal yang penting untuk memberikan
kepastian hukum terhadap perlindungan hak kreditur dan pelaksanaan eksekusi terhadap pesawat.

...... This paper analyzes how the binding of collateral for aircraft in Indonesia based on applicable and
implemented laws and regulations in Indonesia and how urgent it is to establish an agency for registering
collateral for aircraft in Indonesia. This article was prepared using doctrinal research methods. Aircraft are
movabl e objects based on their nature and essence in Article 509 of the Civil Code. As amovable object, an
aircraft can be subject to material collateral as collateral for debt repayment. However, in practice, it is
difficult to pledge aircraft as collateral considering their weight and size are greater than the average size of
other movable objects. Article 12 paragraph (1) of the 1992 Aviation Law regulates the institution of
guarantees for aircraft through mortgages. However, the regulations for implementing mortgages on aircraft
have not yet been ratified until the 2009 Aviation Law comes into force, which revokes the 1992 Aviation
Law. The provisions in the 2009 Aviation Law do not clearly regulate the collateral institutions that can be
imposed on aircraft. Thislack of clarity in the regulations regarding aircraft guarantees means that there is
no institution for registering aircraft material guarantees in Indonesia so that guarantees for aircraft cannot
be issued. Meanwhile, civil aviation activities and the increasing need for aircraft have resulted in the need
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for collateral in financing aircraft procurement also increasing. For the guarantee imposed on this aircraft to
be valid and have legal force, an agency for registering material collateral for the aircraft is required.
Therefore, the establishment of an agency for registering collateral for aircraft is important to provide legal
certainty regarding the protection of creditors rights and the execution of aircraft.



